
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

BUPATI KARO 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI KARO 

NOMOR 36 TAHUN 2018 

 

 
TENTANG 

 

KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN KARO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARO, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Karo perlu mengatur klasifikasi 

arsip; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, 

klasifikasi arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Klasifikasi Arsip Pemerintah Kabupaten 

Karo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang 

pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten 

dalam Lingkungan propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1092); 

  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 228, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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4.  Peraturan… 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 

tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1953); 

  6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Klasifikasi Arsip; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI ARSIP 

PEMERINTAH KABUPATEN KARO. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Karo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Karo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat  

Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat DPRD. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo. 

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karo.  

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 

unit kerja pada OPD. 

8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang dibuat dan diterima oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, 

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

9. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 

kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 

10. Klasifikasi Arsip adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah 

yang termuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan 

penataan dan penemuan kembali arsip. 
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11.  Kode… 

11. Kode Klasifikasi Arsip adalah symbol atau tanda pengenal suatu struktur 

fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas 

arsip. 

12. Pemberkasan adalah penempatan naskah kedalam suatu himpunan yang 

tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya 

sehingga menjadi suatu berkas karena memiliki hubungan informasi, 

kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja. 

13. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas 

dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab di bidang 

pengelolaan arsip dinamis. 

14. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai 

tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 

 

BAB II 

TUJUAN 

Pasal 2 

 

Tujuan ditetapkannya Klasifikasi Arsip adalah sebagai pedoman penyusunan 

arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi 

sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya. 

 

BAB III 

KLASIFIKASI ARSIP 

Pasal 3 

 

(1) Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan 

fungsi dan kegiatan seluruh OPD/UPTD. 

(2) Sepuluh pokok masalah yang menampung seluruh fungsi dan kegiatan 

seluruh OPD/ UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 

berikut : 

a. 000 Umum; 

b. 100 Pemerintahan; 

c. 200 Politik; 

d. 300 Keamanan/Ketertiban; 

e. 400 Kesejahteraan Rakyat; 

f. 500 Perekonomian; 

g. 600 PekerjaanUmum dan Ketenagaan; 

h. 700 Pengawasan; 

i. 800 Kepegawaian; dan 

j. 900 Keuangan. 

(3) Ketentuan mengenai Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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                 BAB IV… 

BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo. 

 

 

Ditetapkan di Kabanjahe 
pada tanggal  27 Agustus 2018 

 
                BUPATI KARO, 

   
                          dto 
 

 
TERKELIN BRAHMANA 

 

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal  27 Agustus  2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, 

 

 
 
 

KAMPERAS TERKELIN PURBA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAROTAHUN 2018 NOMOR 35 
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